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SALINAN

BAWASLU

PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PUTUSAN
NOMOR: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILIJ/X/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUUHANAN YANG MAHA ESA

Menumbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam
buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilu, temuan darii-------------ommmmmm

Nama : ABDUL KHOLIK.S.Pd.l.

No. KTP : 1803021905840005

Alamat/Tempat Tinggal . JL. ST. Selibar Jagad No. 47

RT/RW 001/001, Kel.

BAWASLU Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi,
e Kabupaten Lampung Utara

Tempat, Tanggal lahir . Cirebon, 19 Mei 1984

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten

Lampung Utara

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabuvpaten Lampung Utara.----------

Terlapor 1

a. Nama Terlapor | . Marton, SE

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara JL
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan ¢ Ketua KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP 0813 6975 5961



BAWASLU
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Terlapor 2
a. Nama Terlapor 11

b. Alamat

¢. Pekerjaan

d. Nomor Tel/HP

Terlapor 3
a. Nama Terlapor 1]

b. Alamat

c. Pekerjaan

d. Nomor Tel/HP

Terlapor 4
a. Nama Terlapor IV

b. Alamat

c. Pekerjaan

d. Nomor Tel/HP

Terlapor 5
a. Nama Terlapor V

b. Alamat

c. Pekerjaan

d.. ‘Nomor Tel/HP

Aprizal Ria, SE

Koisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara  JL
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan

Anggota KPU Kab. lLampung Jtara

0813 7996 S588&#

Drs. Marswan Hambali

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara  JL
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan

Anggota KPU Kab. Lampung Utara

0813 6631 7789

Tedi Yunada, SH.

Komisi Pemnilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara  JL
Penttis No. 468 Tanjung Amen
Kecamatan Kotabumi Selatan

Anggota KPU Kab. Lampung Utara

0852 7935 2880

Mad Akhir, S.Pd

Komisi Pemilihan Umun
Kabupaten Lampung Utara JL
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabnmi Selatan

Anggota KPU Kab. Lampung Utara

0853 6836 2728



Dengan temuan tertanggal 23 Oktober 2018 oleh ABDUL
KHOLIK, S.Pd.l. sclaku Anggota Bawaslu Kabupaten
Lampung Utara dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan
Dugaan Pelanggaren Administrasi Pemilu dengan Nomor:

001/ADM/BWSL.08.00/ PEMILU /X / 2018.----==-=-=======-====

Telah ticiboca Laporan Peneiiie; — —r=—rrrsdearsssmsasasansuasas
Mendengar Keterangan Penemu;-——=-r-"--srt-rfamsmsromosoaniesss

Mesidengar Jawaban Terlapor; -~-=-t---=——mretrrrammsnnnnosmorssns
Mendengar Keteramgan Saksi-Baksi; -vv——tore oo
MEbtidengar Keterangan Ahli; dafie=---r=rsrrosceosmgramnmmouatac
Memeriksa dan mempelajari  dengan seksama segala

bukti-bukt yang diajukan Penemu dan Terlapor.---------------

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil

selingal Betiliut - ro et e e e

F 1. Uraian Laporan Pememail---------ommmmmmmmm oo
,B,A,\,,A!,&ﬁll_.g 1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan
Pelanggar am:-------- - omm o

a) Pada hart Minggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.G0
Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan
Aprizal Ria, S.19 berkoordinasi ke Kantor Bawaslu
Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua
dan Al]gg()t:—n Bawaslu Lampung Utara dalam
koordinasinya ~ KPU  menyampaikan  dalam
verifikasi  dan  sinkronisasi calon  anggota
legislatil Kabupaten lampung Utara di dalam
stlon mengalam! penolakan. Hal ini dikarenakan
ada dua partai vaitu partai berkarya di dapil 1V
dan PBI di Dapil Il dinyatakan tidak memenuhi
syarat 30% ketenwakilan perempuan;---------------

b) Atas informasi awal tersebut kordiv PHL
melakukan penclusuran dengan cara mengecek
berita acara DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-

BA/ 1803/ KPU-KAR/VIII/2018 serta SK DCS



dengan nomor:  075/HK.03.1-Kpt/ 1803/ KPU-
KAB/VII/2018, dan  kemudian  melakukan
pengecckan  pada  berita acara DCT  dengan
nomol 1105/ PL.O1.4-BA/ 1803/ KPU-
KAB/IX/2018 serta SK DUT dengan nomor:
83/HK.03.1-K-pt/ 1803/ KPU-Kab/1X/2018;------
¢) Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30%
keterwakilan pcrempuan di seluruh partai dan
menemukan dua partai tersebut yaitu partai
berkaryva di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang
dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan
cara perhitungan persentase 7/2 x 100% maka
menghasilkan 28 57% dan PBB di Dapil Il
dengan jumlah DT 7 crang dengan rincian
Laki-Laki O Perempuan 2 dengan cara
perhitungan  peosentase 7/2 X 100%  maka
mcngilzvxsilk:»m persentase  28,57%, atas dasar

temuan tersebut maka KPU Lampung Utara

BAWASI.U didugan telah melakukan pelanggaran

.A"I'l'.l"l .llllllll .I'I

jiuni heds administrasi pade Daftar Calon Tetap (DCT) yang

telah di tetapkan oleh KPU lampung Utara.-------

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Admiaistrasi Pemilu:-
a. Pada hari Miinggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.00
Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.IE dan
Aprizal Ria. S. 12 berkoordinasi ke Kantor Bawaslu
Kabupater Lampung Utara, di terima oleh Ketua
dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam
koordinasinya KPU menyam paikan  dalam
verifikasi dan sinkronisasi calon anggota icgislatif
Kabupaten lampung Utara di  dalamn  silon
mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada
dua partai yaitu partai berkarya di dapi IV dan
PBB di Dapil Il dinyvatakan tidalk memenuhi
syarat 30% kcterwakian  perempuan. Atas
informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan

penelusuran dengan cara mengecck berita acara
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DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/ 1803/ KPU-
KAB/Vill/2018 serta SK DCS dengan nomor:
075/ HK.05.1-Kpt/ 1803/ KPU-KAB/VII/ 2018, dan
kemudian melakukan pengecekan pada berita
acara DCT dengan  nomor: 105/PL.01.4-
BA/ 1803/ KPU-KAB/1X/2018 serta SK DCT
dengan nomor : 83/HK.03.1-K-pt/ 1803/ KPU-

Kab/1X/2018. Setelah itu melakukan
penghitungan ulang 30% keterwakilan

perempuan di sciuruh partai dan menemukan
dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil
IV dengan jumleh DCT 7 orang dengan rincian
Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara
perhitungan persentase 7/2 x 100% maka
mengl'u«lsilk::n 28,57% dan PBB di Dapil Il dengan
jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5
Perempuan 2. Dengan cara perhitungan
persentase 7/2 X 100% maka menghasilkan

'a BAWASLU persentase 28,57% atas dasar temuan tersebut

ADPARPENGAWAS
aevingn PENILINANUNUY

LaMrune

maka KPU  Lampung Utara diduga telah
melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar
Calon Tetap (DCT) yang telah di tetapkan oleb
KPU lampung Utara;--------=--==---=---mccmoommmee -
b. Bedasarkan hal diatas ditemukan Dugaan
Pelanggaran Admuistrasi yang dilakukan oleh
KPU  Kabupatcn  Lampung Utara  terkait
Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan  Rakvat Daerah Kabupaten/Kota
scbagaimana (clah diubah oleh Peraturan Komisi
Pemiihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten/Kcta, Pasal 6 ayat (1)
Biarat ¢ dait, avitl 2 0 - Tanes—annennniin
Bahwa Partai politix menyusun daftar bakal
calon wajib memuat keterwakilan perempuan
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap
dapil,dalam hal penghitungan 30% f(tiga puluh
persen) jumlah hakal calon perempuan di setiap
dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan
pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik
tidak memenuhi pengajuan 30% (tiga pulub
persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap
Dapil dan pencapatan susunan daftar calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan

tidak dapat di terima. -=-===-===-===mmmmmm

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

b.

Meminta KPU Lampung Utara untuk
memperbaiki  Keoutusan Daftar Calon Tetap
(BCT) Nomor: 82 /HK.U3.1-Kpt/ 1803KPU-
Kab/I1X/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota
30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan
Bintang di dapil <lua (1) dan Partai Berkarya pada
dapil empeat (4),---=---mmmmmmrmm
Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon
Tetap (DCT) dart Partai Bulan Bintang (PBDB) dapil
dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV)
sesuai  dengan  Peraturan  komist  Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Komist Pemithan Umum nomor 31
tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan

Komisi Pemiliban Umum  tahun 2018 tentang

=6 =



Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 haruf c, Bahwa
Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit

30% (tiga puluh persen) di setiap dapil;-------------

2. Bukti-Bukti Penemu------------------ncoro—- et

1.
&'@ BAWASLU
4.

Berita Acara Nomecr : 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-
KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang
Penetapan Dafiar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan
Umum Tahun 2019;--------——-cmmmmmmmmm oo
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara Nomor 2 075/ HK03.1-
Kpt/ 1803/ KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus
2018 tentang Penctapan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
pada Pemilihan Umvim Fahun 2019;--———-----=-=ncmmsm~
Berita Acara Nomor : 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-
KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2013 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetan (DCT) Anggota DFRD
]\"(ll)ll})ﬂl(.‘:ll Lampung Utara pada Pemilihan Umuin
Tahun 20 10 - mm oo

Keputusan Komist Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara Nomor : 83/HK.03.1-
Kpt/ 1803/ KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20

September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung

Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.------------

3. Uraian Jawaban Terlapor----------- e

15

Bahwa dalam rangka menindaklanjati Surat Edaran
KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018
tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Lampung

Utara mengadakan Penchittan dem  Singkronisasi

- i .



DCT antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka
ditemukanlah pada Dapil 1l Partai PBB dan Dapil 1V
Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak memenuhi
ketentuan keterwakilan Perempuan minimal 30%
pada DCT. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung
Utara melakukan I'ecnclitian pada berkas Pencalonan
yvang diajukan kedua Partai di dua Dapil tersebut
(Berkarya Dapil 1V dan PBB di Dapil 1), pada
penelitian  yang dilakukan ditemukan hal-hal
sebagai berikut: Pada saat pengajuan pendaftaran
oleh Partai PBIB di Dapil Il terdapat 7 Calon Laki-
Laki, 3 Calon Perempuan dan Pastai Berkarya di
Dapil 1V terdapat ¢ Calon Laki-Laki, dan 6 Calon

PRS- endesien i iiBie bl Ssieudimdnisos

o

Pada saat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 31

Q ::B?:A"mw."ﬂ'SLU Juli 2018, ada 1 calon dari partai Berkarya Dapil IV

vang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon dari

partai PBB di Dapi! Il yang mengundurkan diri:------
1. Junia Saftiliag----------mmmmmme o
2. Enck Satria Sanjaya;----------=-----c-mmremcmmo e
3. Andi Marwanda.----------------mmm oo

3.  Pada masa Verifikast berkas hasil perbaikan dari
tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon
Laki-Laki yang mcnienuhi syarat dari Partai PBB

Dapil IIi-------mm oo
1. Ahmad Fadli;--------------=---mmmmmo
2. Riduan;---------==----mmm oo
3. Hengki Susilo;------=---mmmmmmm e
4. Andi Marwanda;------------mmmmmmm oo
S. Jalaludin;-------—--rammts e i
6. Sopiyanto;--—-----<= e e o
7. Erick Satria Sanjaya.---------=-==-=--coommmemm
4.  Dan Partai PBB Dapil Il terdapat 3 Calon Perempuan
Vang memenuhisyaral- —c et a0 =
Lo R e
2. NagPratiwi, ———~72 5
F-dnmnar Sattiliar =i e s e T SRR e e =

-8 -




Anruyg

10.

artai Berkarva Dapil IV terdapat S5 Calon Laki-Laki

yemg MERel Syapal —~—<arerrrmset oo danesaras
R T b = e i s i i
2. Insan Wahyudi, 5.1, s=sseemreame e mmmm oo
3. Viktori Sandij--------=======-m=cemmmmmmmmm oo oo
4. SyoliKit);-------=-==-=m=smmmmmmommmmeoo oo s oo
5. TB. Krisna Djaya. --—-——-secreracsrcnchatostomenmisonmins

1 (satu) orang Laki-Laki tidak memenuhi syarat dari

partal Berkarya Dapit Ve~ = —rermccccammrindanniin -
- Samsi Eka Putra.———----=-mmmmmmmmr e

2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat dari

Partal Berkarya Dapil TV == neaosnaoneas -
1. Santi Plana;—---------mmmmmmmmm o oo
7. Mhilya Mayang Saf. =~ rrdsmmenssnci e

4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi
N R e bt i s s i e el e e
1 Tndalh Ristianti (FNIE) - ssiacenliniaanranmaast
Z- Setmma (LNID), -~ e e s s ansatirancn
3. 8ri Wahyumi (TMS8);-===-=r-scemmmtemam e
4. Riris Ristiana, SP. (TMS).-==---=oemcsmmmmmmccncnaee
Menjelang tahapan penyusunan dan pencrapan DCS
dari Tanggal 08 s/d 12 Agustus 2018, aplikasi Silon
tidak dapat dibuka (maintance). Maka penyusunan
DCS dilakukan sccara Manual. Penctapan DCS
dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan
diumumkan di Media Cetak dan Elektronik dari
tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 untuk
mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan pihak
terkail)——-----=-
Sebelum Pleno DCS KPU Kabupaten Lampung Utara
mengundang LO Partai Politik, Bawaslu dan Pihak
Terkait untuk melakukan Penelitien  dan
Persetujuan terhadap DCS, apakah sudah sesuai
dengan pengajuan Partai, baik jumlah Calon. Nomor
Urut Calon, Kterwakilan Perempuan, Penulisan
Nama dan Gelar masing-masing Calon dari Partai

Peserta Pemilu bilan sudah sesuai di paraf oleh LO

e



b

|

BAWASLU

AN 'l-.l'll PERILINARUNUN
HY s LAmPUNG

s et - et o3 e Eac
11. Bahan DCS kemudian di bahas pada rapat Pleno
Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara dan
ditetapkan meujadi DCS. Pada Masa pengumuiman
tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari
masyarakat, namur: ada pengajuan dari partai PBB
terhadap Calon di Dapil Il yaitu pengajuan
pengunduran iri dari Calon Nomor Urut 7 a.n
Junia Saftilia Jenis Kelamin Perempuan. Calon
Nomor Urut 10 a.n Erick Satria Sanjava Jenis
Kelamin Laki-Laki dan Nomor Urut 5 an Andi
Marwanda Jenis Kelamin Laki-Laki;---------------------
12. Memasuki tahapan Penetapan DCT KPU Kabupaten
Lampung Utara mcagundang LO Parpol untuk
meneliti Draf Daftar Calon Tetap di setiap Dapil,
Apakah jumlah calon yang akan ditetapkan menjadi
DCT baik jumlah calon, Nomor Urut Calon,
Penulisan Nama dan Gelar sudah sesuai, bila sudah
sesual agar memberikan Paraf pada sraft DCT yang
disiapkan KPU. Draft tersebut kemudian dibahas
oleh Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara
untuk ditetapkan menjadi DCT dan disampaikan
pada parpol dan dimmumkan di Media Cetak dan

Elektronik. ——---===- - - s s e e

Bukti-Bukti Terlapor---------mmommmmm oo oo
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Terlapor mengajukan bukti- bukti vang telah disahkan
olch Majelis Pemeriksa pada sidang hart Jum’ail, tanggal
20 Oktober 2018. Adapun runcian bukti-bukti tersebut
adalah scbz—lgai DerillE —=osicemmnatancinie n R S
1. Berita Acara Nomor : 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-
KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupatenn Lampung Utara pada Pemilihan
Umim Tabun-2019;—--~eveemrsns re e nnne s

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- 10 -
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BAWASLU

l‘lll ’ll.l'll llllllll. L]
aov ABPyne

Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-
Kpt/ 1803/ KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus
2018 tentang Penctapan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPPRD Kabupaten Lampung Utara
pada Pemilihan Umnum Tabun 20 19;-------—~===-2——---
Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-
KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2013 tentang
Penetapan Daftar Caion Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum
Tahun 2019;------=-==mm oo
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/ 1803/ KPU-
Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum

Tabiwm 2019 ——=s—rromssiticbnarsincomatunnianranis

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

a) Penemu dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Okiober

2018 mengajukan kesimpulan yang isinys sebagai

B e e

Bahwa 1"(:1‘1:‘])01' telah menyampaikan jawaban atas
dugaan pelanggaran administratif pemilu Dugaan
Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daitar
Calon Tetap vang tidak sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pcncalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah olch
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun
2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Fakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien/Kota, Pasal 6

ayat (1) huraf cdandjjayat 2,/ 8-t

L
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BAWASLU

IA.A.'IICA'AI PENILINANVEVE
LAMPUNG

Bahwa Terlapor mengakui kesalahan  dalam
penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Lampung Utara pada Partai Bekarya di dapil IV dan
PBB di Dapil I karena salah memahami
perhitungan quota 30% kcterwakian perempuan,
seningga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota
perempuan pada Paitai Bekarya di dapil IV can PBB
didapil L=+ —ia i isi i tecitianiato
Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan
hukum vang didukung dengan dalil-dalil hukuwm
sebagaimana vang telah dielaskan oleh penemu
dan terlapor, maka beralasan bukum jika Majelis
Pemeriksa vang mewmeriksa dan mengadili perkara
dugaan pclanggaran administratif tersebut untuk
memberikan Putusan sebagai berikut--------——----
1. Meminta KPU Lampung Utara untuk

memperbaiki  Keputusan Daftar Calon Tetap

(DCT) Nomor: 83/HK.U3.1-Kpt/ 1803KPU-

Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinva kuota

30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan

Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya

pada dapitempat ()= cos o

o

Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon
Tetap (DCT) dart Partai Bulan Bintang (PBB)
dapil dva (II) dan Partai Berkarya dapil empat
(IV) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyet Daerah
Kabupaten/ Kota sebagaimana telali diubah oleh
Peraturan Komisi Pemiithan Umum nomor 31
tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

= 15 =



Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huf ¢, Bahwa
Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit

30% (tige puluh persen) di setiap deapil.-------- Smie

b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Oktober
2018 ‘mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai
G b L 5 el Sl et e s ot
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan
pada awal pengajuan pendaftaran calon legislatif
Partai Berkarya Dapil IV dan Partai Bulan Bintang
Dapil Il memenuhi keterwakilan perempuan 30 %.
Untuk Partai Rulan Bintang pada saat penetapan
DCS salah satu calon perempuan a.nn Juni Reftilia
No Urut 07 mengajukan surat pengunduran diri,
surat pengajuan pengunduran diri calon tersebut
ditandatangani  oleh  yang bersangkutan dan
diketahui oleh Ketua Bapilu Partai Bulan Bintang

yang semestinya surat pengunduran diri tersebut
BAWASLU 3

BADANPERSAWAS PINILIRAN VRS disampaikan pengurus Partai kepada KPU Lampung
Utara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
dan dilampiri oleh surat pengunduran diri dari yang
bersangkutan, schingga tcerjadi ketidak cermatan
KPU Lampung Utara didalam menindaklanjuti surat
tersebut;----------m

- Ada kesalahan penafsiran  terkait persentasi
keterwakilan percmpuan, penghitungan Kuota 30%

' vaitu yang harusnya tidak dilakukan pembulatan,
tetapt keterwakilan perempuan Partai Berkarya
Dapil 1V dan Partair PBB Dapil Il yang mencapai
28,57%  dilakitkan  pembulatan  keatas oleh
OPeTAlOT -~ -~ == === o oo

- Bahwa terlapor tclah menyampaikan jawabzn atas
dugaan peianggaran administratif pemilu Dugaan
Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daftar
Calon Tetap yvang tidak sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umam Nomor 20 Tahun 2018

tentang  Pcncalonan  Anggota Dewan  Penwakilan



P

BAW ASLU

OADAI DIICA'AI rn-n.lnulu-u-
paov

Rakyat, Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Provinsi,
dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah oleh
Peraturan Komisi 'emiithan Umum nomor 31 tahun
2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota , Pasal
6 avat (1) huial c dan . el 2 5 - rinmmmmmnmmcniss
Bahwa Terlapor mengakui kurang cermat dalam
penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Lampung Utara pada Partai Bekarya di dapil 1V dan
PBB di Dapil Il karena salah memahami
perhitungan quota 30 % keterwakilan perempuan,
schingga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota
perempuan pada Partai Bekarya di dapil 1V dan PBB
didapil I;----~=~-r-mrermmencrrsm s nmm e e e et e
Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan
hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum
sebagaimana yang telah diyjelaskan oleh penemu
dan terlapor, maks beralasan hukum jika Majelis
Pemeriksa vaug mcemeriksa dan mengadili perkara
dugaan pelanggaran administratic tersebut untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:-----------------
1. Meminta kepada 1majelis sidang agar KPU

Lampung Vtara dibert kesempatan untuk

memperbaiki - Keputusan  Daftar  Calon  Tetap

(DCT) Nomor:  83/HK.03.1-Kpt/ 1803KPU-
Kab/IX/2018, tevkait tidak terpenuhinya kuota
30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan
Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya

padadapibempat{d) = o =0

™

Meminta kepada Majelis Sidang agar KPU
Lampung Utara dapat diberikan kescempatan
untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT)
dart Partait Bulan: Bintang (PBB) dapil dua (1I)

- 14 -



BAWASLU

!Allllllnltn umu-u-vnu-
rrovi

yaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan
calon perempuan a.n Juni Reftiliia no urut 7
agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di
dapil tersebut. Dan untuk Partai Berkarya dapil
empat (1V), Kpu Lampung Utara meminta kepada
sidang majeclis agar diberikan kesempatan
menggugurkan salah satu calon laki laki a.n TB.
Krisna Djaya no wurut 7 sesuai dengan
permintaan partai politik yang diajukan kepada
Kpu Lampung Utara agar terpenuhinya
keterwakilan pcerempuan 30% di dapil tersebut
sesuai  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi
Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2013 tentang
perubahan atas  Peraturan Komis: Pemilihan
Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah i'rovinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1
huruf ¢, Bahwa Partai politik menyusun daftar
bakal calon wajib memuat keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) di setiap dapil.------==---mmmmm oo

6. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Majelis Telali imenguadang Pihak Terkait, yang

dalam hal ini1 telab hadir dalam sidang pemeriksaan

pelanggaran administrasi pemilu atas nama SILA LO darni

Partai Bekarya, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat dikeluarkannya Daftar Calon
Sementara (DCS), calon-calon yang diajukan oleh

Partai telab scsuai dengan apa yang ada didalam SK

I
j—
e
vl

I



KPU Lampung Utara tentang Penetapan DCS;------------
b. Bahwa LO Partai Berkarya selalu berkoordinasi dengan
KPU Kabupaten Lampung Utara terkait dengan tidak
terpenuhinya svarat schagian calon yang diajukan oleh
Puitol Bepkairya; -+ fesiiitecschamti Snmer sria it nnedsaan
c. Bahwa dalam hal kckuwrangan keterwakilan perempuan
sebanyak 30% LO Partai berkarya menerangkan bahwa
terdapat salah satu calon yang ingin mengundurkan
diri, tetapi dikarenakan ketua Partai DPD Berkarya
meninggal dunia maka Pihak Partai belum dapat
mengurus berkas pengunduran diri tersebuat;------------
d. Bahwa ketika terdapat laporaa dan Konfirmasi dari
pihak KPU Lampung Utara terkait dengan kouta
keterwakilan  peremnpuan, Pihak Partai  langsung
mengadakar, Pleno dan mengumpulkan seluruh calon
legislative dari Dacrah Pemilihan 4 (empat) dan
dikarenakan calon atas nama TB Krisna sedang

mengidap penyakit kangker kulit maka tanpa adanya

i BAWASLU perintalh partai, calon tersebut mau mengundurkan

SADANPEINGAWAS 'Illlllll UIUI
PROVINS)

e. Bahwa calon atas naa TB Krisna Jaya yang sedang
menjalani pengobatan terhadap penyakitnya serta
ketua DPD FPartai Berkarya yang meninggal dunia,
maka Pihak Partai belum dapat melengkapi syarat
pengunduruan diri tersebut, dan ditegaskan bahwa
Pengunduran dirt caion atas nama TB Krisna Jaya
resmi dikarcnakan penvakit yang diderita, dan bukan
paksaan dari pihak manapun;j----------==--r-c-mmeccnmacana-

f. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika kuota
keterwakilan perempuan sebanyak 30% di setiap
daerah pemilihan tidak terpenuhi ketika sudah
diumumkan pada DCT;j-----------mrommmmmc oo

g. Bahwa menurut pihak terkait diketahui pada saat
Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang
memenuhi syarat (MS) berjumlah 7 (tujub) orang,
dimana diantaranya 5 (lima) laki-laki, 2 (dua)

Pt PaIl e R e e o
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h. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika sebelum
terjadinya kasus ini calon atas nama TB Krisna Jaya
memang akan mengundurkan diri, tetapi dikarenakan
sudah dirawat dirumah sakit maka belum dapat
memproses pengunduran diri tersebut.-----=---———-—o___..

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta  yang  Terungkap di  Dalam Sidang
Pemeriksaan pada pokoknya adalah:---------=c-cccocuceo-
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Jmum (KPU)

Kabupaten  Lampung Utara telah mengeluarkan

Berita Acara Nomor: 090 /PL.O1.4-BA/ 1803/ KPU-

KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota

DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan

Umam Tahun 2019, --——tmaaacoi st fmia oo Do

- Bahwa Berar Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

é BAWAS LU Lampung Utara Nomor: 075/HEK.03.1-

b

Kpt/ 1803/ KPU-Kab/1X/2018 Tanggal 10 Agustus

Proving LAMrune

2018 tertang Penctapan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
pada Pemilihan Umusa Taliun 2019, -—-----Sicooi .
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan
Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-
KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Lampuug Utara pada Pemilihan Umum
Tahun 20 19; ===~ oL
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-
Kpt/ 1803/ KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20
September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupatcn Lampung

S




Utara pada Pemilihan Umoem Tahun 2019:--—-cccco__

- Bahwa informasi tidak terpenuhinya syarat 30%
keterwakilan percmpuan pada Partai BERKARYA di
dapil IV dan Partai PBB di Dapil 1l didapat oleh
Bawaslu  Kabupaten Lampung Utara setelah
mendapat infonuasi dari Ketua dan Anggota KpPU
Kabupaten Lampung Utara bahwa verifikasi dan
sinkronisasi calon anggota Legislatif Kabupaten
Lampung Utara di dalam Silon mengalami
penolakan dikarenakan terdapat 2 (dua) Dapil yang
belum memenuhi syarat 30%  keterwakilan
P P U A === === === m e e e

- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Partai
Bekarya wendaftarkan calon sebanyak 12 (dua
belas) orang;-----=----=-ccommmmeee

‘ - Bahwa dari 12 (dua belas) orang calon yang
diajukan oleh Partai Bekarva, sebanyak 6 {(enain)
orang dinyvatakan tidak memenuhi syarat (TMS);----

- ahwa dalara melakukan verifikasi Komisioner KPU

BAWASLU

BASAROLNGAVAS PERILINAR Ua e Kabupaten Lampring Utara melakukan supervise

PROVIN LAMrPuUNs

kepada jajaran sccretariat dan operator perihal
syarat pendaftaran calon tersebut;------;---c---cccoe.
- Bahwa pada saat inclakukan verifikasi oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara
dan  menentukan  kuota  30%  keterwakilan
perempuan  vang pada awal pendaftaran berjumlah
12 (dua belas) orang tetapi tevdapat kelalaian oleh
Komisi  Pcmilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten
Lampung Utara yang fidak cermat terhadap
beberapa calon yang tidak memenuhl syarat,
sechingga mengakibatkan kurangnya kuota 30%
keterwakilan perempuan;-------------ccoeom oo
- Bahwa - tclah  terjadi  ketidakcermatan  Komisi
Pemilihan Umum (WPU) Kabupaten Lampung Utara
dalam bal pengunduran diri salah satu calon
perempuan dari Partai Bulan Bintang pada saat

penetapan  DCT a4n Juni Reftiia No. Urut 07

= 18 -
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IADAI 'lIll'll llIlLllAl vlul

sehingga pada Dapil I (dua) tidak memenuhi
keterwakilan perempuan 30%;<--===== ~sssmussmmmmmnsnn
Bahwa Komist Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Utara salah dalam melakukan penafsiran,
dimana keterwakilan perempuan Partai Berkarya di
Dapil IV dan Pariai PBB di Dapil 11 tidak mencapai
30% tetapi hanya sebesar 28,57%;------==~=====m=m=nm-
Bahwa terdapat kesalahan penafsivan oleh Komisi
Pemilihan Umuvm (KPU) Kabupaten Lampung Utara
terkait persentas: keterwakilan perempuan, dimana
penghitungan  Kuota 30%  tidak  seharusnya
dilakukan pembualavan;------ T e e
Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Utara meminta untuk memperbaiki
Daftar Calon Tetap (DCT) dar Partai Bulan Bintang
(PBB) dapil duaa (Il) yaitu dengan mengaktifkan
kembali, pencalonan calon perempuan a.n Juni
Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan
perempuan 30% di dapil tersebut, dan untuk Partai
Berkarya dapil cmpat (IV), agar  dapat
menggugurkan salah satu calon laki lak’ a.n TB.
Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan
partai politik yvang diajukan kepacda KPU Lampung
Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan

30% di dapil terseb it;--------mmmmmmm

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alar bukti para

pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:---

- Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung-------------- --

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 hurup b
angka 1, disecbutkoen "Bawaslu bertugas melakukan
pencegahan dan perundakan terhadap Pelanggaran
Pemilid - - - m
Bahwa scbagaiimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2)
huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa,

Bawaslu Provinsi bertugas “memeriksa. mengkayji,

&0



3 BAWASLU
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dan memutus pelanggaran administrasi Pemild’;-----
Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017
Tentang  Pemilu, menyebutkan: “Pelanggaran
Admirnistratif Perrdlu meliputi Pelanggaran terhadap
tata  acara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan adnunistrasi pelaksanaan Pemilu
dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu',-----
Bahwa dalam Pasal 461 avat (1) disebutkan
"Bawaslu, Bawwaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten, Kota rmenerima, memeriksa, mengkaji,
dan memutus pelanggaran administrative Pemilu",
kemudian ayat (3) menyebutkan "Permeriksaon oleh
Bawaslu, Baivaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota harus dilukukan secarc terbuka’,
dan ayat (1) menyebutkan "Dalam hal diperlukan
sesuai  kebutuhan  tindak  lanjut  penanganan
pelanggaran  Pemilu.  Bawasiu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu  Kabupaten/Kota — dapat — melakukan
investigasr', avat (5) menyebutkan "Bawaslu,
Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/ Kota wajih
memutus penyelesaian pelanggaran administrative
Pemuilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah  tenmuan dan laporan  diterima  dan
diregistrasi’, serta ayat (6) mengatur tentang
"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota untuk penyelesaian pelanggaran
administrative Pemilu berupci----------===--====----c-—-
1. Perbaikan administrative terhadap tatacara,

prosedur, atau meckanisme sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;------
2. Teguran tertulis;---=--—===—=cr-temcencmmmiomnanmncesanns
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam

penyelenggaraan Pemilu; dan--------------=-==--=---
4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang ini".-------------
Bahwa scbagaimana ketentuan Pasal 1 Avat (1)

Peraturan Badan Pengawas Peoemilihan Umum
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SADAMPENGAWAS 'II".I!AI u-un
prOVINSI

Nomor & Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran  Admiistratif  Pemilihan  Umum
menyebutkan bahwa “Bawastu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslh: Kabupaten/Kota, dan Pamwaslu LN
menerima, memerhsa, mengkaji, dan  memutus
dugaan pelanggarare Administratif Pemilu  sesuai
dengan tempat terjadinya pelanggarar”,---------------
Bahwa scbhagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif  Pemitthan  Umum  menyebutkan
bahwa “Pelanggaran Admirastratif Pemilu berasal
dari Temuan atau laporan Pelanggarari Pemilu”;---- -
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1),
(2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran  Administratif  Pemilinan  Umum
menyebutkan bahwa:----------=-----c- oo
- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:------------ccccouo--
“Hasil Pengaiwasan Pengawas Pemilu yang
terdapat  dugaan  Pelanggaran — Admirustratif
Pemilu dan Pelanggaran Administratif  Pemilu
TSM  berdasarkan  keputusan rapat pleno
Pengawas Pemilu dijadikan  Temuan dugaan
Pelanggarar: Admirnistratif Pemil atau Pelanggaran
Adminustratif Permilu TSM .~=-~-=crrrmcesmranmmsmenans
- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:---------------------
“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagui temuan dugaan
Pelanggaran Admirustratif Pemilu atcu
Pelanggaran Admirustratif Pemilu TSM  paling

lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan

pelanggaran’.

- Pasal 29 Ayat (3). menyebuthar:
“Termuan Bawaslu Kabupaten/ Kota disampaikan
kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan
Jormulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui



3 BAWASLU
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pemeriksaar: secara terbuka’.
Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu
terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
dengan Nomor Register:
001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/ 2018
merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi
Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus

pelanggaran Administrasi Pemilu.----------------enoo-

- Dalam ERSepsi---------m-mmm oo

k.

Menimbang daiil terlapor dalam eksepsinya
menyebutkan Rahwa Bahwa dalam rangka
menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor:
1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15
Oktober 2018, KPU Kabupaten rLampung Utara
mengadakan Penelitian dan  Singkronisasi DCT
antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka
ditemukanlah pada Dapil 11 Partai PBB dan Dapil
IV Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak
memenuhi  ketentuan  keterwakilan  Perempuau
minimal 30% pada DCT. Selanjutnya KPU
Kabupaten Lampung Utara melakukan Penelitian
pada berkas Pencalonan yang diajukan kedua
Partai di dua Dapil tersebut (Berkarya Dapil iV
dan PBB di Dapil II), pada penelitian yang
dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
Pada saat pengajusn pendaftaran oleh Partai PBB
di Dapi Il terdapat 7 Calon Laki-Laki, 3 Calon
Perempuan dan  Partai Berkayya di Dapil IV
terdapat 6 Calon Laki-Laki, dan 6 Calon
PeErEmipuat;~=~=~~=s=rorsemmmm et mm e o
Pada szat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 21
Juli 2018, ada 4 calon dari partai Berkarya Dapil
IV yang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon

dari partai PBB i Dapil I yang mengundurkan



1. Junia Saftilia;-------=-=-=-cmmmmme
2. Erick Satria Sanjaya;------===-r=ccsaimmcsommmesssoas
SuBaidl Marwanda, ==t sdoiicsssos s somion i
3. Pada masa Verilikasi berkas hasil perbaikan dari
tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon
Laki-Laki yvang memenuhi syarat dari Partai PBB
Dapil 11 - e e
1. Ahmad Fadli;------=-=-===cmmm e

\}

L

w

T L e
4. S Madwanday - bestc s aimms o s s
e IR R =SS f e Lo i s i
R s e
7. Erick Saltia SEiiaya.—rsrersmsspsnanasn s amas
4. Dari Partai PBB Dapil I terdapat 3 Calon
Perempuan yang memenuhi syarat: -—----=~sremnmre-
1. RUMaINN -~ —rrrmrrors e e e e me et s s e e e

2. Nira Prafliw], -~ ermmrmemnncsnrn s enmstnnncssnmmnmnn

BAWAS I-U 3. Junia Saftilia.----------m o

DADAR 'llll'l‘ 'l.llll‘l A

gy e
S. Partai Berkarya Dapil IV terdapat 5 Calon Laki-

Laki yang memenulli syatat:-—--—r—rr=-=r=cmneessmses -

1 Andiyansal; -~ - mssscomrrnesr s nesnsanannmasasin s

2. Tosan Wabyudi, 8.1 ~=<meemsm st

o WAECTT DO e

4, YOl sermsnssmmr s e RS e

5. TE. Ensna Djaya-=—rrassisomammeratamanis

6. 1 (satu) orang Laki-Laki tidak memennhi syarat
dari partai Berkarya Dapi 1Vi-------------nmommmommme-
- Samsi Eka Putra, -==-===s=smmmme e
7. 2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat
dari Partai Berkarya Dapil IV i---s=rsessiscmmnmmnsnsanae
1. Santi Plana;--«--------===mmmmmm e
2. Mulya Mayang Sagi, —==--==--=~-assmsmcnan mmmmmmme e

8. 4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi

. Amdalt RISOanB (TG ~r--sr-amrermnmmermarrnmsassnss

2. Sepiana (TMS);----crmmmmmmm s



3. Sri Wahyuni (I'MS);----=-mmmmm e

4. Riris Ristiana, S (TMS). == ----mmmmmme

9. Menjelang tahapan penyusunan dan penetapan
DCS dart Tanggal 08 s/d 12 Agustus 2018,
aplikasi Silon  tidak dapat dibuka (maintance).
Maka penyusunan DCS dilakukan secara Manual.
Penetapan  DCS  dilakukan pada tanggal 09
Agustus 2018 dan diumumkan di Media Cetak
dan Elektronik dari tanggal 12 sf/d 14 Agustus
2018 untuk mendapatkan tanggapan dari
masyarakat dan pihak terkait;-------------------------
10. Sebelum Pleno DCS KPU Kabupaten Lampung
Utara mengundang LLO Partai Politik, Bawaslu dan
Pihak Terkait untuk melakukan Penelitian dan
Persetujuan terhadap DCS, apakah sudah sesuai
dengan pengajuan Partai, baik jumlah Calon,
Nomor Urut Calon, Kterwakilan Perempuan,

» 4 BAWASLU Penulisarr Nama dan Gelar masing-masing Calon
P T ES dari Partai Peserta Pemilu bila sudah sesuai di
paraf oleh LO Parpolj----------smmmmmmmmoooooo
11. Bahan DCS kemudian di bahas pada rapat Pleno
Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara dan
ditetapkan menjadi DCS. >ada Masa
pengumuman terscbut tidak ada masukan dan
tanggapan  dari  masyarakat, namun ada
pengajuan dari partai PBB terhadap Calon di
Dapil Il yaitu pengajuan pengunduran diri dari
Calon Nomor Urut 7 amn Juania Saftilia Jenis
Kelamin Perempuan. Calon Nomor Urut 10 a.n
Erick Satria Sanjava Jenis Kelamin Laki-Laki dan
Nomor Urut 6 a.n Andi Marwanda Jenis Kelamin
Laki-Laki;----==-=-== e el

12. Memasuki  tahapan  Penetapan DCT  KPU
Kabupaten Lampung Utara mengundang LO
Parpol untuk meneliti Draf Daftar Calon fetap di
setiap Dapil, Apakah jumlah calon yang akan

ditetapkan menjadi DCT  baik jumlah calon,

- DY -



Nomor Urut Caion, Penulisan Naina dan Gelar
sudah sesuai, biis sudah sesuai agar memberikan
Paral pada draft DCT yang disiapkan [{PU. Draft
terscbut kemudian dibahas oleh Komisioner KPU
Kabupaten  Lampung Utara untuk ditetapkan
menjadi DCT dan disampaikan pada parpol dan
diumumkan di Media Cetak dan Elektronik.--------

- Menimbang  sebagaimana  dalil  terlapor yang
dijelaskan diatas majelis berpendapat bahwa:----------
1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf ¢ dan Pasal
23 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor .20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umnum Nomor 31
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihian Umum Nomor 20 Tahun 2018

BAWASLU

SIS rea s ants Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang pada Pasal 6 Ayat (1)
huruf ¢ menyatakan bahwa: “Setiap Partai Politik
dapat mengajukan bakal calon anggota DPR,
DPRD  Provins:, dan  DPRD Kabupaten/ Kota,
dengan ketentian: disusun dalam daftar behal
calon  yang wajib  memuat  keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
di setiap Dapif’ dan pada Pasal 23 Avat (1) huruf
¢ menyatakan bahwa: “DCS Anggoia DPR, DPRD
Provinst, dan DPRD Kabupaten/ Kota
sebagaimana dimaksud dalam PAsal 21 Ayat (1)
dapat diubah apchila: bakal calon

mengundurkan dird ;--==-=-cmmom e

S

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan

pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Taliun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia
menerbikan Petunjuk Teknis berupa
Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-
Kpt/OG/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis
Pengajuan  dan  Verifikasi  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018.
Petunjuk  Teknis  dalam  Keputusan Kormisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
876/PL.O1.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 i
mengatur tentang antara lain petunjuk teknis
tata cara pengajuan, verifikasi calon,
keterwakilan pcrempuan, format formulir vang
digunakan  dalam  proses  pengajuan  dan
verifikasi  calon.  Petunjuk  Teknis  dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 876/PL.O1.4-

& BAWASLU Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB 1l pada huruf a

BADAN PI'I‘A.AI PEMILIN AN Uy
1

riovie angka 2 (dua) Jdan angka 3 (tiga) mengatur
svarat pengajuain bakal calon anggota DPR,
DPRD Proviusi, dan DPRD  Kabupaten/ Kota,
dimana dalem daftar bakal calon vang wajib
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit
30% (tiga pulul persen) di setiap Dapil dan di
sctiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan
daftar calon wajib  terdapat peling sedikit 1
(satu) orang bakal calon perempuati;--------------

3. Sebagaimana keteniuan pelaksanaan Pasal 240
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemililiin Umum, pada tanggal 23 Juli
2018, Komisi  Pemilihan  Umum  Republik
Indonesia mencerbitkan Petunjuk Teknis berupa
Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-
Kpt/O6/KPU/Vil/2018 tentang Petunjuk Teknis

Perbaikan, Pcnyvasunan dan Penctapan Daftar

- 6 -
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BAWASLU

lllll 'I.""' PEMILINAN Unun
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Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakiion Rakyat Daerah Frovinsi dan
Dewan Penwvakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab

[I. Perbaikan pada angka 4 (empat) huruf a peint

ke 5 (lima) menjelaskan “penggantian terhadap
bakal calon yang dinyatakan Memenuii Syarat
(MS),  disebabkan karena: menqundurkan  diri
dari proses pencalonan, yany dibuktikan dengan
surat  keteransjan  dari  Partai Politik  yang
mengajukan  Lakal  calon  dilampiri surat
pernyataan penqguricduran dirt yang
bersanghutan’;-----===--=comeo .

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara tidak cermat dalam
menindaklanjuti surat pengunduran liri salah
satu calon perernpuan dari Partai Bulan Bintang
(PBB) a.n Juni Reftilia No. Urut 07, sehingga
tidak terpenuhinya  keterwaxilan  perempuan
30% (tiga pulith persen) di setiap Dapil.-----------
Menimbang bahwa dalam dalil Terlapor didalam
kesimpulan  vang  menvatakan  bahwa  ada
kesalahan penaftsiran terkait persentasi

keterwakilan perempnan, penghitungan Kuota 30%

vaitu yang harusnva tidak dilakuken pemnbulatan,

tetapi keterwakiian  perempuan  Partai Berkarye
Dapil IV dan Partai PBB Dapil Il yang mencapai
28,57% dilakukan  pembulatan keatas oleh
operator. Bahwa terhadap hal tersebut majelis
berpendapat demi terciptanya jaminan atas hak
administratif’ sciap warga negara yang
mendaftarkan i Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat.  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daecrah  Kabupoten/Kota,  sepenuhnya menjadi
tanggung jawab KPU Lampung Utara dalam

melakukan pemeriksaan dan verifikasi




keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di

setiap Dapily--------ocemmmm

- Dalam : Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu--------e-comoeeeee
Menunlbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan
Pelanggaran  Administrasi  Pemilu, yang  pada
pokoknya sebagai berikut;---=-=--mmocccmaae
- Bahwa pada hart Minggu tanggal 21 Oktober
2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggoia)
Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi

ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara,

di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu
Lampung  Utara  dalam  koordinasinya KPU
menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi
calon anggota iegislatif Kabupaten lampung
Utara di dalaw silon mengalami penolakan. Hal

mi dikarenakan ada dua partai vaitu partai

berkaryva di dapil IV dan PBB di Dapil 11

Qai BAWASLU dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  30%

% 3 lll.ll'll'll"l'llllllllull‘l
<

.

raovIuS LAaMrung

keterwekilan  perempuan. Atas  informasi awal
tersebut kordiv. PHL melakukan pcnelusuran
dengan cara mengecek berita acara DCS dengan
nomor: 090/PL.01.4-BA/ 1803/ KPU-
KAB/VII/2018 serta SK DCS dengan nomor:
075/ HK.03.1-Kpt/ 1803/ KPU-KAB/ VII1/ 2018,

dan  kemudian  melakukan pengecekan pada
berita acara DCT dengan nomor: 105/PL.01.4-
BA/1803/KPU-XKAB/IX/2018 serta SK DCT
dengan  nomor:  83/HK.03.1-K-pt/ 1803/ KPU-

Kab/1X/2018. Scetelah itu melakukan
penghitungan ulang 30% keterwvakilan

perempuan d: seluruh partai dan menemukan
dua partai tersebut vaitu partai berkarya di dapil
IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian
Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan  cara

perhitungan  poersentase 7/2 x 10026 maka

s :
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menghasilkan 28 57% dan PBBE di Dapil 1l
dengan  jumiah DCT 7 orang dengan rincian
Laki-Laki 5 Perempuan 2. Dengan cara
perhitungan  persentase 7/2 X 100% maka
menghasilkan  persentase 28,57%, atas dasar
temuan tersebuat maka KPU Lambung Utara
diduga telah melakukan pelanggaran
administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang
telah di tetapkan oleh KPU lanupung Utara.-------
Bedasarkan  hal  diatas  ditemukan Dugaan
Pelanggaran Administrasi yang dilakukan olch
KPU  kabupaten  Lampung Utara terkait
Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai
dengan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum
Nomor 20 Tahan 2018 t{entang Pencalonan
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten; Kota
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi
Pemiihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang
perubahsn atas  Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tahun <018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ dan d, avat 2, Si-mmmmmmmmm e
Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal
calon wajib  memuat keterwakilan  perempuan
paling scdikit 30% (tiga puluh persen) di setiap
dapil, dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh
persen) juunlah bakal calon perempuan di setiap
dapil menghasitkan angka pecahan, dilakukan
pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik
tidak memenubi pengajuan 30% (tiga puluh
persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap
D:-l[)il dan peacmpatan susunan daftar calon

anggota PR, DPRD  Provinsi, dan DPRD



73 BAWASLU
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Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan
tidak dapat di terdim, -~ - e s st S o i
Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan
yang  disampaikan oleh penemui, sehingga
berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan, Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Provinsi  Lampung  memberikan  pertimban gan
sebagai berikut:-------sooomeee
1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf ¢ dan Pasal
23 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kot sebagaimana  diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31
Tahun 2018 teutang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemiliban Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota vang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf
¢ menyatakan bahwa: “Setiap Partai Poiitik dapat
mengajukan  baval  calon  anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan  DPRD Kabupaten/ Kota, dengan
ketentucn: disusur dalam daftar bakal calon yanyg
wayib  memuat  keterwakilan  perempuan  paling
sedikit 30% ftiga puluh persen) di sctiap DapiP
dan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf ¢ menyatakan
bahwa: “DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD  Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud
dalam PAsal 21 Ayat (1) dapat diubah apabila:
bakal calon mengundurkan dirf’;------------=-=co-e--
2. Menimbang baliwa  sebagaimana  ketentuan
pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Komisi Pemiliban Umum  Republik  Indonesia

- 30 -
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menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan
Nomor: 876/PL.O1.4-Kpt/06/KPU/VIl/ 2018
tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi
Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,
tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam
Keputusan  Kowmisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor: 87¢/PL.O1.4-
Kpt/O6/KPU/VIIj 2018 ini mengatur tentang
antara lain petimjuk teknis tata cara pengajuan,
verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format
formulir yang digunakan dalam proses pengajuan
dan verifikast calon.  Petunjuk Teknis dalam
Keputusan  Koousi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor: 876/ PL.O1.4-
Kpt/O6/KPU/VII/2018 BAB 1l pada huruf a
:-1,ngké 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatur syarat
pengajuan  hakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD  Kabupaten/Kota, dimana
dalam daftar bakal calon vang wajib memuat
keterwakilan percmpuan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga)
orang bakal calon pada susunan daftar calon
wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal
calon percmpua; - -----mmmasmmmm e
Menimbang bahwa  sebagaimana  ketentuan
pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia
menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan
Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018
tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakvat Dacrah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang

dalam  Lampiran 1l memuat tentang simulasi



5 BAWASLU
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s
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Keterwakilan  Perempuan Dalam Pengajuan

Daftar DBakal Calon Angeota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah

Provinsi Dan Doewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota, vang  diuraikan  scbagaimana
berikut
SEKURANG-KURANGNYA |
30% KETERWAKILAN
PEREMPUAN

I JUMLAIH CALCN

1 calon 1 calon

2 calon 1 calon

3 calon 1 calon

4 ~alon 2 calon

S calon 2 calon

O calon 2 calon

7 calon 3 calon

8 calon 3 calon

! 9 calon ' 3 calon

%‘*77‘--.1 O calon . G 3 (_:f;'ll()l]” R LT
11 calon ~ 4calon |
-~ 12 calon o amiont. ¢ . -
it ) o .
Menimbang  bahwa  sebagaimana  ketentuan

pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk
Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/ PL.O1.4-
Kpt/O6/KPU/VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis
Perbaikan, Penvusunan dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten/Kota. vang mana pada lampiran Bab
II. Perbaikan angka 8 dan angka 9 menyatakan:
“/\p(z[)("/u penetapan status TMS terhodap bakal

calon sebagaimeana dimaksud pada angka 6 dan



angka 7 menyebabkan tidak terpenuhnya jumlah
paling sedikii 0% bakal calon perempuan  di
suatu Dapil, dard/ ciau  tidak memenuhi syarat
penempaltan  bakal  calon  perempucir  di Dapii
tersebui,  maka  Partai Politik  tidak  dapat
mengajukart bakal calon di Dapil tersebut’ dan
angka 9 menyataan “Dalam hal terdapat bakal
calon yang dihapus dari daftar calort sebagaimana
dimaksud pada angha 6 dan angka 7, KPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh. dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota
melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan

nomor urut berthulnya;--------===--=c-mcomcmmom—-

5. Menimbang hahwa dalam pemeriksaan
persidangan terungkap bahwa terlapor

menyatakan  terdapat  kesalahan  penafsiran
| terkait perseniase keterwakilan perempuan dan
penghitungan Kuota 30% yang seharusnya tidak

dilakukan pembulatan, tetapi oleh KPU Lampung

.
! .
BAWASLU Utara keterwakilan perempuan Partai Berkarya

DADARPINGAWAS PEIMILINA
PROYVINS) LA\I.’VU.I':

Dapil 1V dau Pactai PBB Dapil Il yang mencapai
28,57% dilakukan pembulatan keatas schingga
dianggap memenuhit Kuota 30% Keterwakiien
PETEPUALL <~~~ srsscsrsanmmmmms s an s mmn s mamae s ses
6. Menunbang bahwa KPU Lampung Utara meminta
untuk melakukan perbaikan Daftar Calon Tetap
(DCT) dart Partal Bulan Bintang (PBB) dapil dua
(I  yaitu  dengan mengaktitkan kembali
pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia
no urut 7 agar  terpenuht keterwakilan
perempuan 30% di dapil terscbu’, dan untuk
Partai  Berkarva  dapil  empat  (1V), dan
menggugurkan salah satu calon laki-laki a.n TB.
Krisna Djaya mno wurut 7  sesuai dengan
permintaan partar politik yang diajukan kepada
KPU Lampung Utara agar terpenuhinya

keterwakilan percimrpuan 30% di dapil tersebut;---



7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan  persidangan, majelis mencermati

bahwa  scsungguhnya hal  iersebut diatas

dimaksudkan agar syarat keterwakilan
peremypuan 30% terpenuhi scbagaimana

dimaksud dairun Pasal 240 Avat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Jo Pasal 6 Avat (1) huruf ¢ dan Pasal 23
Avat (1) huruf ¢ Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rekyat Dacrah
Kabupaten/Kota  sebagaimana  diubah  dengan
Peraturan Komist Pemilihan Umum Nomor 31
Tahun 2018 tentang Perubahan Aias Peraturan
Komisi Pemilibhan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

BAWASLU Rakyat, Dcwan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

sADAN !IIIA'AI PEMILINANUNUN
PROVYINS LAMPuNg

Provinsi, dan bowan Perwakilan Rakyat Daeran
Kabupaten/ Kot ---==-----cmmmmmmm o
8. Menumbang bahwa dengan demikian Majelis
berpendapat baliwa Daftar Calon Tetap (DCT)
terhadap Partar Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua)
dan Partat Derkaryva dapil 1 (cmpat) dapat
dilakukan peirbatkan sepanjang memenuhi syvarat
keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;---
9. Menumbang  bahwa  pokok  temuan  untuk
memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai
Julan Bintang (’BB) dapil dua (II) dan Partai
Berkarya dapil cmpat (IV) agar terpenuhinya
keterwakilan pcrempuan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) i setiap dapil pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum.——



¢) bahwa Bawasla Provinsi Lampung terhadap hasil
pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  huruf b, mengambil
kesimpulan sebagai herikut:-----—---cmmmmmmmmo
1. Bahwa Partai Berkarva dan Partai Bulan Bintang (PBB)
adalah Partai Politik yang terdaftar di KPU sebagai peserta

Pemilug-------=-=------ -~ e e e e i S

[.\J

Bahwa yang menjadi objek pelanggaran adalah perbuatan
atau tindakan Komisi Pemilihan Umume (KPU) Kabupaten
Lampung Utara vang mclanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme  yang  berkaitan  dengan  dikcluarkannya
Keputusan Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Lampung
Utara vyang tidak memenuht  syarat  keterwakilan
perempuan 30% pada Panal Bulan Bintang (PBB) dapil 2
(dua) dan Partal BERKARYA dapil 4 (empat) sebagaimana
ketentuan Pasal 1060 avat (') UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu Jo Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Nomor 8 Taliun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran  Administrast  Pemilthan ~ Umum  vang

. BAWASLU menyatakan bahwa:  “Onjek  Pelanggaran  Administratif
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Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melangga
tata cara, prosedur. cidau mekanisme yang berkaitan dengan
admuirustrast pelaksanacr: Pemilu dalam setiap  tahapan
Penyelenggaraan  Pemil”, atas dasar terscbut Majelis
bekesimpulan babwa terhadap  dugaan  pelanggaran
tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu,
sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan
diterima;-------====-m e
3. Bahwa terhadap laporan Penemu yvang menyatakan bahwa
Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor:

‘ 83/HK.03.1-Kpt/ 1803 /KPU-Kab/VII/2018  Tanggal 20
September 2018 tentang Penetapan Dafter Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana dalam DCT
tersebut terhadap Partai Biudan Bintang (PBB) dapil 2 (dua)

dan Partai BERKARYA dapil 1 (empat) tidak memenuhi
i 1
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syarat keterwakilan  perempuan 30% di dapil tersebut,
Majelis bekesimpulan bahwa  terhadap dugaan tersebut
merupakan  pelanggaran  Administrasi Pemilu, sehingga
terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterimag---------
4. Bahwa demi terciptanya jaminan atas hak konstitusional
sctiap warga negara yang mendaftarkan diri Calon Anggota
Dewan I')(?I\\’:»lkilé-lll Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota serta keterwakilan perempuan 30% (tiga
puluh persen) di sctiap Daecrah Pemilihan maka dipandang
perlu  untuk meclakukan  perbaikan  terhacap Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
dengan  Nomor:  83/HK.03.1-K-pt/ 1803/ KPU-
Kab /IX/ 2018, - = m oo 4

Amrune

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

E\J
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. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2018 tentang Penvelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Unium;--=-=-====-mcmammeemo

: MENGADILI

Menyvatakan terlapor terbukti sccara sa't dan meyakinkan melakukan
pelanggarati terhadap tata cara, preseding, atau mekanisme;------------------
Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Lampung Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata
cara, prdse(ilur, atau mekanisme terkait Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) pada Partai Bulan Bintang (P13} dacrah pemilihan 2 (dua) dan pada
artal BERKARYA  daerah  pemilihan 41 {cmpat) terkait keterwakilan
perempuan 3C% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan yang
tertuang dalam  Surat Keputusan Fomisi Pemiithan Umum (KPU)
I{al)l,lpat(fn Lampung Utara Notaor: 83/HK.03.1-Kpt/ 1803/ KPU-
Rab/VII/2018 tentang Penctapan Daft:u Calon Tetap (DCT) sesaai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. —---—-ccomemmmeem



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno
Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1) Fatikhatul Khoiriyah, 8.H.I, MH, sebagai
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, 2) Tamri, S.Hut., M.H. sclaku Anggota
Bawaslu Provinsi Lampung, 3) Karno Ahmad Satarya, 8.80s.1. sclaku Anggota
Bawaslu Provinsi Lampung 4) Muhammad Teguh, S.Pd.I selaku Anggota
Bawaslu Provinst Lampung 5) Hermansyah, S.HI., M.H. selaku Anggota
Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka

nntuk s pada st Sepin, 05 Novenmber 2018 -----—-=sc-rodorirmmnme oo

Ketua,
ttdd
(Fatikhatul Khoirivah, S.1H1., M.H.)

Anggota Anggota

ttd ttel

(Tamri, S.Hut., M.H.) (Karno Abmad Saiarva, S.50s.1.)

Anggota Anggota

ttd o

(Muhammad Teguh, S.Pd.i.) (Hermansyah, S.HI., M.H.)

schagaimana aslinya, Yang mengesahkan:

Sekieratis Pemeriksa,

ANPENGAWAS PEMILIH
DVINSI LA

THERESA AGUSTINA P.A S.P.Si., M.M.
NIP. 10820822 2010010 2 007

Salinan Putusan Pendahuluan ini teiah sesuai
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